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Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam
jabatan notaris terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Seorang notaris dalam menjalankan
jabatannya tidak menutup kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan pidana. Salah
satu perbuatan pidana yang sangat sering dilakukan oleh seorang notaris adalah perbuatan pidana pemal suan
atas akta otentik sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 263 dan 264 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.

Terdapat tiga permasalahan dalam hal seorang notaris melakukan penyimpangan yang dapat dikatakan
sebagal perbuatan pidana pemalsuan atas akta otentik.

Pertama, bagaimana akibat hukumnya terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris dalam hal akta tersebut
terbukti palsu.

Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan terhadap notaris berkenaan dengan
akta yang dibuatnya.

Ketiga, bagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan perbuatan pidana
pemal suan tersebut.

Dalam hal terbukti akta otentik yang dibuat oleh notaris adal ah pal su maka akibatnya akta tersebut tidak sah
artinya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau dengan kata lain akta
tersebut kehilangan otentisitasnya. Di dalam undang-undang jabatan notaristidak dicantumkan sanksi
pidana. Meskipun demikian notaris tetap bertanggungjawab secara pidana terhadap perbuatan pidanayang
dilakukannya selamaia menjalankan tugas jabatannya.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang notaris adalah sesuai dengan perbuatan pidanayang
dilakukannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam jabatan notaris
melekat kepercayaan publik yang besar maka bagi notaris yang melakukan perbuatan pidana seharusnya
dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan diperberat sedemikian rupa sesuai dengan
ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini diharapkan akan memberikan rasajera
untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari. Selain dari padaitu diharapkan notaris akan lebih
berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya.
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